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ABSTRAK

ANALISIS ORIENTASL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

OLEF :FAKHRUDDIN

Penefitian ini dilekukan pada Kantor Badan Perencangan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kepulanan Meranti, Penclitian ini ditakukan poda Budan Mei sampai
dengan Jini Tahun 200 1. Adapurn yang menjadi masalah dalam penelitian ini
adalah bagaimara orientasi Kebifokon pembangunan daerah Kepulauan Meranti.
Penelitian ini bertujuan wnink mengerahuil ovientasi kebifakan pembangunan
daerah Kabupaten Kepulawmn Meranti, Oleh Karena itu pemelitian  ini
memerinkan data wama Sekumder dan Primer. Tebnih pengsumpulan dato
dilaknkan dengan pengumpulan data sekunder dan wowancara dengan teknik
pemififian sampel meaggungkan feknik purposive sonpling. Kemudian dato
fersebut dianalisis dengon mengounakan analisis deskriptif knalitatif yairu data
yartg terkumpul dicnalisiy dengor menguratkan serta mengaitkan dengan feari-
reori sesual dengan permasolaban veng ada, kemudian mensinterprestasifan
terhadan hasil yang relevan dan diambil kesimpulan dan saran. Beedasarkan
hasHf penelitian didapatkan kesimptlan balnea kebifakan pembangunan daerah
Kepulauar: Meranti beroriemtasi pada pembangwrum  berkelunfutan dengon
pemenuhan aspek ekonomt, keadifan sosfal daon keberfanjutan ekologt. Sefafn im
birpkrasi  di awal  berdiri  Kepwlauan Meranti  dalom  pelaksanam
pembansunannva menjadi leading awal dan stakeholder Iainmyo berpartisipasi
dalam prograwn vang dibuat oleh bivokras,

Kata Kunci: Orientasi Kebifakan, Pembangunan Berkelanjuian, Pertumbuhon
Ekonomi, dan People Centered Development.
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BAB1

P"ENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Implikasi dari berlakunya UL Nomor 32 Tahun 2004 yang direvisi
menjadi UL Mo 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah adalah bergulirnva
cra oftonomi dasrah vang secara langsung maupun tidak langsung menimbuikan
aspirasi untuk pemekaran daerall baik provinsi maupun  kabupaten/kota.
Kebijakan pemekaran daerah Kabupaten/kota bermula dan keinginan masyvarakat
pada boerbapai wilayah untuk membentul: doerab bare yang terpisah dari daerah
induknya akhir-akhir ini banyak bermunculan ssiring dengan dinamike
perkembangan masyarakat pada era refommasi. Dengan pembentukan daerah
otongm  baru, masyarakat di wilavah iersebut betharap dapat menggali dan
memanfaatkan peluang vang lebik besar dalam pengelolaan sumber daya dacrah.
Tujuan zkhirnya adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
daerah,

Dari dasar itulah, sciclah melelui perjuangan yang panjang, akhirnya
berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 200% terbentuklah Kabupaten Kepulauan
Meranti sebagai daerah atonomi barn (IMJB)Y yang merupakan hasil pemekaran
dari Kabupaten Bengkalis. Dengan predikar sebagai daerah otonomi bary,
kabupaten Kepulavan Meranti mengemban amanah besar dar makna otonami itu.

Tujuan pembentukan  daerah  ownomi baru  termasuk Kabopaten
Kepulauan Meranti adalah untuk mempercepat tersujudnya  kessjahteraan

masyarakat Mclalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan



peran serta masyarakat serta  peningkatan dava  saing  daersh  dengzn
memperbatikan prinsip demokrasi, pemeratian  keadilan, keistimewsan dan
kekhususan suatn daerah dalam sistem N&gi-l[“ﬂ Kesatuan Republik Tndonesia, Dari
rumusan tujuan diatas, otonomli daerab dapat dimaknai schagai suatu sarana
palitik  dan  sarana  administrasi‘manajemen  yang  digunakan  uniuk
mengoptimalkan sumber daya Jocal sehingga dapat dimanfastkan sebesar-
besarnya untuk kemajuan masyarakat Kemajuan masyvarakat zdalah  suatu
kewajiban dari otoncmi dasrah, dan untuk bisa mewujudkan hal tersebul haruslah
diupayakan dengan pembangunan yang mcaycluruh di scpala bidang. Namun
pembangunan yang dilaksanakan hendaknya tidak bersifat sementara dan wacana
saja, t:ipi mesti dibarengi dengan realita keadaan yang terjadi pada masyarakat
daerah tersebot yang mengindikasikan kesejahteraan masyarakat.

Apar dapat melaksanakan pembangunan yang berakhir pada kesejahterzan
masyarakat, maka setiap pelvang dan tantangan haruslzh bisa dicermati dan
dimanfaatkan, Pelaksanaan pembangunan dalam kerangka otongmi dagrah
mempunyal peluang dan tantangan teesentdiri serta bisa dipilah dan dillihat dari
beberapa aspek.

Pcluang dari aspek ckonomi adalah kestapan, kejelian dn}i daerah untuk
dapat menemukan, mengembangkan dan mendayagunakan potensi ekonominya
secara optimal demi tujuan kesejshteraan masyarakat. Peluang dard aspek politis
adalah meningkatkan kepekaan darl masyorakat guna menilai dan mengawasi
sctiap kebilakan wang dibuat oleh pemerintah daerah serta diharapkan dapat

memberikan kesempatan unluk mengembangkan potensi dacrah. Hal ini juga



berkaitan dengan aspek social hudaya sehingea potenst sosial budaya yang khas
dapat dimanfaatkan dengan baik, sehingga makna dari kebhinekzan dan
keragaman dact masing-masing daerah itu benpar-benar terwujud scsuai dengan
kekhasan masing-masing, Peluang dari aspek administrasi dengan otonomi dacrah
para pelake administragi, birokrator dapat lebih meningkatkan performanya
dengan membentuk dan mengembangkan organisasi yang berorieatasi pada
kreativitas, adanya gagssan baru, inovatif, lebib disiplin, serta lebib proaktif
dalam rangka mencapai tujuan yanp telah ditctapkan bersama yang ujungnya
berakhir pada kesgjabferaan  masyarakat, dan  dalam  menyelenggarakan
pembangunan hendaknya  dilakukan  dengan  mempertimbangkan  aspek
keberlanjutan  serta  menggabunghkan sysiem top-down, hottom-up  dalam
perencanaan pcmhangl;nan maupun pefaksanaanya.

Adapun tanlangan yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi daerah ialah
hal-ha! yang harus ditindak lanjuti dari peluang yvang ada vadi. Secara gamblang
dapat dijelaskan bahwa adanya tantangan dari tentutan dankompleksilas pekerjaan
yang semakin berkembang sehubungan dengan semakin kompleksnys dan
bertambah  kuantitas maupun  kualitas kebutuhan masyarakal yang haros
diselesaikan. Terlebih lapi dengan peran pemerintahan yang sekarang ini
cenderung  untuk  memperbatikan  dan memperimbangkan keikolsertaan
masyarakat dan memberdayakan masyarakat secara konkret, tak langsung telah
mengubah peran pemcrintah yang selama ini hanya sebagai sutradara. Hal ini
sejalan pula dengan kendisi masyarakat yang pada saal ini vang cendenumg kritis

dan hebas untuk menyalurkan aspirasinvz untuk hal lebih yang memang hak



mercka dari penyelenggaraan pembangunan untuk mencapal tujuan otonomi
daerah.

Terbentuknya Kabupaten Kepulawan Merantt vasg ditandai dengan
lahirnya UL Nomor 12 Tahun 2009 bukanlah akhir dari perjuangan otonomi inl
sendiri, tapl tonggak awainyva, Dengan predikat sebagai daerah otonomi bar,
Kabupaten Kepulwan Meranti mengemban 2rmanah besar dari makna stonomi it
sendirl, kabupaten termwuda di Provinsi Riau ini uptuk  bisa mencapai
kescjshteraan masyarakat haruslah mclakukan pembangunan di segala bidang
dengan baik. Mengapa harus pembangunan? Karena pengalaman ini menunjukan
bahwa implementasi pembangunan (emyata tclah banyak merobah kendisi
kehidupan masyarakat pada sebagian komunitas, pembangunan telah
mengantarkan kehidupan mereka menjadi lebih baik bahkan ada sebagian yang
dapat dikatakan berlebihan, sementara bagi kemunitas lainya pembangunan jusiru
mengantarkan pada kondisi yang menvengsarakan.

Sebagaimuana diketahul menurul data statistik yang ada, Kabupaten
Kepulavan Meranti terdiri dari 5 Kecamatan dengan 73 Dcsa/kelurahan berada di
4 pulaw wtama {pulan Merbau, Rangsang, padang, dan Tebing Tinggi} Unluk

lehih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:



Tabel L1
Data Kecamatan Dan Desa i Kabupaicn Kepulauan Mceranti
No Kecamatan Luas wilayah {KM?) Jumnlah
Desa/Kelurabhan
I AMebw | 1.348,91 21
Z | Rangsang a81,00 13 N
3 | Rangsang Barat 241,60 15
4_I'iching Tinggi . §49,50 6
5 | Tching Tinggi Barat 586,83 B
Jumizh 3.707,84 53

Dari lima kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Msgrant,
kecarnalan dengan wilavah terluas adalah Kecamatan Merbau yakni 1,348,91
Km?, dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 21, Kecamatan Tebing Tinggi
dengan Tuas 349,50 Km?, jurnlah desa’kelurahan sebanyak 16, Kccamatan
Rangsang seluas 681,00 Km? jumlash desafkclurahan sebanyak 13, Dan
Kecamatan Tebing Tinggl Barat seluas 586,83 Km? dengan jumlzh desa‘kelurahan
sebanyak 8 serta Kecamatan Ranpsang Barat dengan Juas wilayah 241 60 Km?
mempunyai jumlah desa/kelurahan sebanysk 15.

Adapun jumlah 1uas keseluruhan wilayah jalah 3.707,84 Kin®* pada tzhan
2009 Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyal penduduk berjumlah 216,329
Jiwa., Terdini dani laki-laki 112,621 Jiwa dan perempuan 103.708 Jiwa dengan

kcpadatan rata-rala sckitar 55,17 Km®, Berikut diuraikan dalam Tabel 1.2 .



Tabel 1.2
Data . fumlah Dap Kepadatan Pendoduk Kabupaten Kepulauan Meranti Per
Kecamatan
No Keeamatan Jih Penduduk (Jiwa) | Kepadalan Penduduk

1 Merbau 52.542 38,95

2 | Rangsanpe 32.220 47,31 -l
3 | Rangsang Barat A0.725 127,14
4 | Tebing Tinggi 7219 3498
5 | Tebing Tingpi Baral 16.904 28,81
Jumlah 204.579 . 55,17

Sutnher: Data olahan 2009

Dengan luas wilaysh 3.707,84 Km? dan jumlah penduduk berjumlah
216.329 Jiwa serta kepadatan penduduk 55,17 Km?, dilihat dari beberapz aspek
pembangunan  keadaan Kabupatent Kepulavan Meranti masih perlu banyak
peﬁbcnahan. 34 %5% dari total rumah tangga yang ada masih dalam kategori

miiskin. Berflont divraikan dalam tabel 1.3.

Tabel 1.3

Data Persentase Rumah Tangga Miskin Kabupaten Kepulawnn Meranii

No Kecamatan Jih Rumah Rumah Tangga | Persentase

Taogga JMiskin | %

1 | Merbau 10.897 4.175 38,31

2 Rangsange 5,729 2.843 42,28

3 | Rangsang Barat 6.60% 2307 34,91

4 | Tebing Tinggi 17945 [ 48933 1 2701

5 | Tebing Tinggi Barst 3.585 1.598 ° 44 57

Jumlah 45,559 15.876 34,85

Sumber: Data alahan 2009

Berdasarkan data diatas ferlihat bahwa sebanyak 15.876 rumah tanggs dari
total 45.559 rumah tangga masih tepolong miskin dengan persentase terbesar
rumah tangpa miskin di Kecamatan Tebing Tinggi Rarat, Kemudian dari 73 desa
vang ada scbanyak 80.84% masih tergolong desa tertinggal. Berikut diuratkan

dalam tabel 1.4



Tabel 1.4
Data Desa Tertingpal Kabupaten Kepulauan Meranti
No|  Kecamatan Jib Desa/Kel Jth Desa Persentase %
Tertinggal
Il | Merban 21 18 83,71
2 | Rangsang 13 11 34,61
3 | Rangsang Barai 15 14 93,33
4 | Tebing Tinggi 14 10 62,50
5 | Tebing Tinggi Barat 8 6 75,00
Jumlah 73 59 80,82

Sumber: Daia olohan 201

Kemudian deri tingkat pendidikan dari 216.329 Jiwa penduduk tersebut

scbapyak 41,78% tidak mempunyai ijazah, 24,65% tamat 8D, 14,22% Tamat

SLTP, 15,84% tamat SLTA, 1,93% tamat D1-D3, 0,76% tamat 81 dan 0,83%

tamat S2 serta 53. Berikut ditampilkan dalam tabel 1.5

Diagram 1.5

Pendudak Berdasarkan Tingkat Pendidikan

o 51

m Tidak punya liazah

m S0/MIfsederajat

i O SLTR/MTs/sederajat

! msura/ma/sMi/sederajat
0 D1/D2f03

O Tamat 52-53

Sumber ; Bappeda Kepidavan Meranti



Selanjutnya dari segl infrastruktur dari panjang jalan di Kabupaten
Kepulauan Merant sejumlah 902496 Km, lereatat sepanjang 296.616 Km
(32,9%) dalam keadaan baik, 205.150 Km (22,7%) Katcgori sedang, 215.004
Km rusak ringan dan 185.636 Km {20,6%) rusak berat dan  panjang jombatan
444, Meoter. Berikut ditampillkan dalam tabet 1.6

Tabel 1.6

Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan

No Permukaan Tanjany Perscntase
g Aspal - nIT 3,57
2 Kerikl 30,6 ' 3,39
3 Baton : 24939 2063
4 Tanah 590,31 65,41
Jumlah 0425 104

Sumber : Kepulawan Meranti dalam Angie 7010

Dari sekilas gambaran tersebut sudah barang tenta berbagai persoalan
tersebut harus scgera ditangani, jika tidak maka cita-cita dari otonomi itu tidak
akan terwujud. Kebijoksanaan otonomi daerah melalui UU Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintah Daerah memberikan otonom: seluas-luasnya dalam arti
daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur scmua urusan pemerinizh
yang diterapkan dalam Ul (UU No. 32 Tahun 2004).

Dalam melaksanakan pemha.ngunan diduerahnya, Pemerintah Kepulauan
Meranti memulat dengan sebuah visi dan misi Bupati Kepulauan Meranti Tahun
2011-2015 vang telah dibuar oleh bupati werpilih Drs. Irwan Nasir M.5i, adapun
visi tersebul ialah “Menjudikan Kepulauan Meranti sebagai kawasun niuga yang
mafpu dan unggul dalam tatanan masyarakat madani”. Visi tersebut kemudian

diterjemahkan ke dalam tujuh misi, yaitu :




figs |

Mewujudkan penatasn birokraz? kepemerintahan yang eligien dan efeletil
Meaurunkan tingkat  kemiskinan  melalui swasembada  hasil-hasil
pertanian, parikanan, dan peternakan.

Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat
Meningkatkan kualitas sumber dayva manusia dan  produklivitas
thasyarakat dalam rangka pengembangan ckonomi lokal

Meningkatkan infrastruktur dasar dalam rangka merangkal pulaw,
termasuk revitalisasi, air bersih dan peningkatan elekirifikasi

Mendorong orientasi dalam rangks  penciptaan lapungzn kerjs dan
penciptaan nilai tarnbah ckonomi,

Meningkatka.n pembinaan mental spiritual dalam rangka mewujudkan
masyarakat yang berakhlakul karirnah,

Darl visi dan mist tersebut, kemudian dibuatlah  arah  kebijakan

pembangunan Kepulavan Meranti Tahun 2012 yang menjadi fokus penulis dalam

penelitian ini, yaitu ;

1.

Mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan penguatan ketzhanan
pacgan, usaha mikro, Kecil dan mepengah (UUMEM), pembangunan
perdesaan &acﬁra terpadu dan pembangunan daerah perbatasan
Meningkatkan sumber dayn manusin yang sehat, terdidik dan terlotih
dengan mengodepankan nilai-pilai moral

Meningkatkan infrasiruktur dasar dalam rangka merangkai pulay,
elekirifikasi dan revitalisasi air bersth demi mendukung penguatan

ekonomi daerah, pengembangan investasi dan pariwisata.
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Katioa arak kebijakan tcrscbut kemuodian diuraikan ke dalam bentuk

program-program sebagai berikut

Menpentaskan kemiskinan melalui peningkatan penguatan  ketabanan

pangan, usaha mikeo, kecil dan menengah (UMKM), pembangunan

perdesaan secara terpadu dan pembangunan ducrah perbatasan divraikan

dalam bentuk program-program sebagai berikut :

a.

b.

L

h,

Peningkatan kesgjahteraan petani
Peningkatan ketohanan pangan

Pemantfaatan potensi sumber daya hutan

. Rehabiliiasi hutan dan lahan

. Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan

penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) luinnya
Pengembangan kewirausghaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil
dan menengah

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

DIl

Meningkntkan sumber dava manusia vang sehat, terdidik dan terlatib

dengan mengedepankan nilai-nilai moral diuraikan dalam bentuk program-

program sehagai berikut :

.

b.

C.

d.

Pendidikan anak usia dini

Wajib belajar pendidikan dasar sembilann lahun

Pendidikan menengah dan pendidikan non formal

Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
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[Ipava kesezhatan masyarakat

f. Promosi kesehalan dan pemberdayaan masyarakat

v P'erbaikan gizi masyarakat

h. I'elavanan keschatan penduduk miskin

{. Peningkatan pelayanan kesehatan anak dan balita

j. Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

k. Peninvkatan kualitas danproduktivitas tenaga kerja

I. Peningkatan ppaya penumbuhain kewirausahaan dan kecakapan hidup

pemuda

Meningkatkan infrastruktur dasar dalam rangkas merangkai pulay,

elekifikasl dan revitalisasi air bersih demi mendukkung penguatan

ekonomi daerah, pengembangan investasi dan pariwisata diuraikan dalam

bentuk program-progratn schagai berikut @

a. Program prigritas bidang infrastrukiur dijabarkan dalam program :

1.

2.

Pembangunan jalan dan jembatan

Rehubilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

Peningkatan sarana dan proserans kebinomargaan

Peningkatan dan pemeliharaan fasilitas lalu-lintas
Penpembanpan fasilitas pelabuhan penumpang dan barang
Penyediaan sarana telekomunikasi

Penyediaan sarana dan prasarana dasar pemukiman

Penyediaan perumahan bagi masyarakal berpenghasilan rendah

Pengembangan perumahan
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19, Pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong
il. Pengembangan dan pengelolaan saluron irigasi
12. Peningkatn dan pemelibarann prasarana dan sarana pengairan
13. Peningkatan kapasitas dan fungsi saluran irigasi
14, Penvediaan dan pengeloiaan air bersih
(5. Pengembanpan dan pengelolaan komservasi sungai, danav dan
sumber daya lzinnya
16. Pengembangan fasilitas pengendali banjir
17. Peningkatan kapasitas surmber daya listrik
b. Program prioritas bidang pertambangan dan energi :
1. Penvediaan tenaga listrik desa {10 lokasi)
2. Penvediaan tenapa listrik (BBM liswik 10 desa)
3. Penyedizan rumah mesin ginset
4, Pengpandaan alat-zlat survey
5. Peaggandaan lampu pencrangan pelabuhan (36 unit)
6. Penggandaan tenaga listrik (PLTD ibukota Kec. Tebing Tingpi
Timur, dan Pulan Merbau)
7. Penyediaan rumah mesin ginset (PLTD ibokota Kec. Tebing Tinggi
Timur, dan Pulau Merbau)
8. Pengadaan pembangkit listrik Tenaga Surva (PLTS) di 15 desa
9. Pengadaan jaringan listrik lbukota Kecamatan Baru
Lmiuk bisa mewujudkan hal-hal diatas, maka pembangunan perlu

lilakukan dengan baik dan berorientasi pada Xesgjahteraan masyarakat
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Sebagaimana diketahui hahwa pembangunan yang berortentasi pada pertumbuhan
ekonomi sclama orde baru bukan saja telah mengakibatkan berbagai bentuk
ketimpangan social telapi juga menimbulkan persoalan lain seperti timbulnya
akumulasi ni2i-nilal hedonistik, ketidakpedulian social, erosi  ikatan-ikatan
kekeluargaan dan kekerabatan, dan meluasnya dekadensi moral dalam kehidupan
bangsa dan hernegara. Lebih dari ity pendekatan pembangrunan tersebut lelah
menvebabkun  kelergantungan  masyarakat pada  birokrasi-birgkrasi - yang
scnlralistik yang mengabsorsi sumber dayva vang sangat bhesar, namun tidak
memiliki kepekaan terhadap kebutuhan-kebutuhan local dan secara sistematis
telah mematikan inisiatif masyarakat local votuk memecahkan masatah-masalah
yang mereka hada.pi_

Angin  separ implementasi  sebuah  kebijakan telah  dihcmbuskan,
paradigma pembangunan yang lalu telab diganti dengan hadirmya istilsh otonomi
dacrah pada masa kimi. Oleh karcna itu pemerintah daerah harus kreatif dan
scnantiasa bisa menghidupkan inisiatil, dan prakarsa masyarakat melalui beragam
stratesri yang dapat dilakukan. Persoalanva adalah dar visi dan misi yang telah
dibuat tadi, scrta berbagai kebijakan berikut programnys, berorientasi kebentuk
pembangunan sc:pérti apakah kebijakan pembanpunzn Pemerintzh Daerah
Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut ?

Dari sudut latar helakang masalah inilah penulis melskukan siatu Kajian
tentang  “dnaficic Orientasi Kebijakan Pembangunon BDuerah Kabupaten

KNepalatan Meranti”,
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1.2 Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dari kajion ini adalash bagsimana orientast

kebijakan pembangunan di Kabupaten Kepulavan Meranti.

1.3 ‘Fujuan Penelitian
Dari rumusan measalah tadi, maka tujuan dari kajian ini adalsh untuk
mengetahui orientasi kebijakan pembangunan daembh  Kabupaten Kepulauan

Meranti.

1.4 Manfaat Penclitian

Adapun manfaal kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara zkademis dapat memperluas dan merr-'ipcrka}fa wawasan ilmizh
khususnya tentang orientasi paradigma pembangunan Dacrah Kabupaten
Keputavan Merantl dalam kerangka Otonomi daetah.

2. Kajian ini diharapkan dapat scbagai masukan bagi segenap stakeholder
daetah dalam pelaksanaan pembangunan daerah Kahu;;atan Kepulavan

Meranti.

1.5 Sistematika Penulisan
Dalzm sistemalika penulisan ini akan diurailian bab-bab sebagai berikut
BAB]1 : PENDAHULUAN
Dalarm bab ini akan dibahas masalah yang berhubungan dengan
latar belakang masalah, perumusan masalah, Iyjuan dan

mantaat, penulisan serta sistematika penulizan.



BABII

BABIIL

BAB IV

BAB Y

BAB V1
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1 KERANGKA TEORI DAN HIFOTESIS

Lialam bab inl akan dibahas mengenai eori yang dijadikan
pedoman  dalam  melakukan pembahasan  penclitian serta
hipotesis  yang merupakan jawabun  sememtara  lerbadap

permasalahan dalam penelitian ini.

: METODL PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibabas lentang hal-hal vang berbubungan
dengan penlitian, jenis dan sumber data, metode penpumpulan

daln, seria snalisa data,

: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab inf akan dibakas lentang sejarah sinpkal Kabupaten
Kecpulauan Meranti serta Badan Perencanaan Pembangunan
Daerzh Kepulauan Merantt Yang menjadi lokasi penelitian dari

kajian ini.

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang orientasi kebijakan
pembangunan Kepulavan Mermntl dengan program-program

yang telah dibual untuk tahun 2012,

: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan diberikan svatu kesimpulan dan saran
terhadap orieniasi kebijakan pembangunan daerah Kepitauan

feranti.



BAB 1L

KEBRANGEKA TEORI

2.1 Perencanaan

Menurut Saul M.Katz dalam Bintoro Tjokroamidiojo (1995 : 189),
perencanaan merupakan sualy preses yang kontinu. Dan proses yimy Kontinu ini
meliputi dua aspek, vaitu formuolasi rencanma dan  pelaksanaannva. Proses
percncanaan dapat dimulal dengan suatu rencana pembangunan, atah moungkin
hanva dengan formulasi kebijaksansan-kebijaksanaan pembangunan yang efektid
untuk mencapal tujuan pembangunan, kemnudian diikui dengan berbagai langlkah
untuk merealisasikannya.

Selanjutnya ditambahkan Binlore Tjokroamidiojo {1995 : 189), dengan
melthat perencanann sebagai suatu proses yang meliputi formulasi rencana dan
impelmentasinya, dapatlah divsahakan rencanan itu bersifat realistis dan dapat
menanggapi masalzh-masalah yang bepar-benar dihadapi.

Perencanaan sangat dipengarubi oleh karakler masyarakat dalam
mengembangkan budaya ilmiah dslam menyelesaikan permasalahan  yang
dihadapi. Hal ini cukup beralasan karena perencanaan berkaitan dengan
pengambilan keputusan (decision maker), sedungkan kualitas basit pengambilan
keputusan  berkorelasi  dengan  pengetahuan  {Kmowledge), pengalaman
{Experienice), informasi  berups data yang dikumpulkan oleli pengambil

keputusan.

16
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2.2 Maodet Perencanaan

Ada bebarapa medel dari parencanaan yang akan dipaparkan dalam
hahasan berikut nl, vaito
2.2.1 Model Rasional Komprehensif

Model ini murupakan model perencanaan yang paling terkenal dan juga
paling luas diterima di kalangan para pengkaji kebijakan publik. Menurut Budi
Winamo (2007 : 100} pada dasamya meodel ini terdire dari beberapa elemen,
wakni

a. Pembuat keputusan dihadaplkan pada suatu masalah tertemtu. Masalah
ini dapat dipisahkan dengan masalah-masalah yang Iain atau paling
tidak masalah tersebut dapat dipandang bermakna bila dihandingkan
dengan masalah-masalah yang lain.

b. Tuwjuan-tujuan, nitzi-nilai atau sasaran-sasaran yang mengarahkan
pembuoat keputusan dijelaskan dan disusun menurut arti pentingnya.

¢. Berbagai alternatif untuk mengatasi masalah perlu diselidiki

d. Konsekuensi-konsekuensi (blaya dan keuntungan) yang timbul dari
setiap pemilihan aiternatif divefin.

e. Setiap allematif dan  konsekuensl yang menyertainya  dapat
dibandingkan dengun allematif-aliematit lain, Pembuat kepulusan
memilikl  allermatil  besera  konsekuensi-konsekuensinya  yang
memaksimalkan pencapaiat tijuan, nilal atan sasaran-sasaran yang
hendak dicapai.

Keseluryhan proses terschut akan menghasilkan suatu Keputusan rasional,
vaitu keputusan .yeng efektif untuk mencapai lujuan terieniu. Yany mendasari
percncanuan lersebut pada dasarnya menekankan pada kemampuan akal pikiran
dalam memecahkan masalah-masakah yang betkembang dan teejadi 3 masyarakat.
Masatah yang ada dipecahkan melalui pendekatan ilmiah dalam analisisnya

sehingga permasalaban-permasalahan dapar dicarlkan zolusinya secara cermat

serta tidak menimbulkan permaszlahan bam kemudian hari.
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Kelebihan perencanaan model ini bersifat keahlian karena itu perencana
dituntut memahami perencanzan baik dari sisi teknis maupun filosopis. Pada
umumpya perencanaan model ini dilakukan bersifat perorangan, namun tidak
menulup  kemungkinan  bersifat  kolektif atap  kelompok dengan =ssumsi
kepentingan individu menvesvaikan Kepentingan kelompok. Karakyer dasar
perencanaan  bersifat komprehensit {menyeluruh), yakni mempertimbangkan
aspek ekonomi, sgsial, budaya, dan lingkungan. Schingea scmua masalah ingin
coba diselesaikan.

Kclemahan dari perencapaan model  ini biasanya Kurang dapat
memperbitungkan sumber dava yang tersedia, karena berasumsi bahwa sumber
daya dapat dicari dan diusabakan. Pembuat keputusan dipegang para ahli
percncanz sedanokan masyarakat hanya diberikan sedikit peran. biasanya hanya
dalam bentiek Aearing yang hersifat seremonial.

Ditarnbahkan Budi Winamo {2007 : 103).,7 Mode! ini meryiuk pada

kermvataan bafwa para pembuat keputuson ek menipunygi motivasi

unink menelapkan  kepufusan-kepiiuson  berdosarkan  hufuon-tufieen
masyarakai, tetapi sebalikrya mereka mercoba memaksimaltian ganjaran-
zanjoren  mercke  Sendivl, sepertt mivalnya  hekuascan,  kedudikan,
motivasi agar dipilith kembali pada pemilu yang akan daiang, wang dan
sebagainye. ™

2.2.2 Model Inkremental

Dalarn  perkembangan  sclanjutnya,  labirlah  model perencanaan
inkremental. Model ini [ahir dari kritik-kritk yang terdapat pada model rasional.
Mode! ini lebih bersifat deskriptif dalam pengertian, model ini menggambarksan

sgcara aktual cara-cara vang dipakai para pgjabat dalam membuat keputusan.
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Menurut Lindblom dalam Budi Winarno (20007 0 109, disatu sisi, model
inkremental bisa dianggap sebagai sebuak model deskriptil dalam pengertian
bahwa kcbijakan wyang dibuat melalai apa yang discbui sebuah proses
“pemecshan” (A “mncddiing through’). Sekalipun maodel nt merupakan
pembenatan yang canggih terhadap kebijakan dan proses pembuatan kebijakan
yvanz mendasarkan pada “muddiing through”, wvakni perubahan inkretnental,
namun sulit untuk membenarkan meourut asumsi bahwa keputusan-keputusan
kebijakan masa lalu adalabh sclalu benar, khusustiya pada saat terfadi perubahan-
perubahan yang sangatl ccpal, dan masalah atau persoalan yang sedang
didiskusikan tidak presedzn.

Dikatakan Budi Winarno (2007 : 108), inkremetalis merupakan proses
pembuatan kepulusan vang ¥has dalam masyarakat-masyarakat pluralis, ssperti
Amerika Serikal. Keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan merupakan hasil
kompromt dan kesepakatan bersama antara banyak patisipan.

Menurul Lindblom dalam Budi Winame (2007 : 108), ada beberapa hal
yang harus  diperhatikan  dalam  mempelgjani model  penambahan
(inkrementalisme), yakni :

8. Pemilihan tuwjuan-hjuan atau sasaran-sasaran dan analisis-analisis
empirik terhadap tindakan dibutuhkan, Keduanya lebih berkaitan grat
dengan dan bukan berada pada satu sama lain.

b. Para pembuat kepulusarn hanya mempertimbangkan beberapa
alternatif untuk menanggutangi masalah yang dihadapi dan altematif-

altgrnatif ini hanya berada secara marginal dengan kebijakan yang
sndah ada.

¢. Untok setiap alternatif, pembuat kcputusan hanya mengevaluasi
beberapa konsekuensi yang dianggap penting saja.

d. Masalah yang dihadapi olch pembuat keputusan dibatagi kembali
secars  berkesinambungan,  Inkrementalistne memungKinkan
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penyesualan-penyesudian sarana-tujuan dan fujuan-sarana sebanyak
mungkin schingea memungkinkan masalsh dapat dikendalikan,

¢, Tidak ada keputusan tunggal atau penvelesaian masalah  yang
dianggap “tepat”, Pengujian terhadap keputusan yang dianggap baik
adalah bahwa persetujuan terhadap berbagai macam analisis dalam
rangka memecahkan persoalan tidak di ikuti persetujuan bahwa
keputusan yang diambil merpakan sarang yang paling cocok unmk
meraih sasarn vang telzh disepakati.

f. Pembuat keputnsan secura inkremental pada dasamya merupakan
remedial dan diarahkan lebih banyak kepada perbaikan terhadap
kctidakscmpumean  sosial yang nyata schamang ini daripada
mempromostkan (ijuan sosial dimasa depan,

Menurut pandangan kaum [nkrementzlis, para pembuat keputusan dalarn
menunaikan tugasnya berada dibawah keadaan yang tidak pasti yanyg berhubungan
dengan konsekuensi-konsckuensi dari tindakan mercka dimasa depan, muka
keputusan-keputusan  inkremental dapat mengurangi risiko atau  biaya
ketidakpastian i,

2.2.3 Model Campuran

Etzioni (1967 . 335) memperkenalkan Mixed scanning schagai suatu
model terhadap pembuatan keputusan vang memperhitungkan  Kepetusan-
keputusan pokeok dan  inkremental, mengtapkan proses-proses  pembualan
kebijukan pokok dan wotan dinggl yang menentukan petunjuk-petunjuk dasar,
proscs-proses  yang  mempersiapkan  keputusan-keputusan  pokok  dan
menjalankannya setelah keputusan tercapai.

la mencoba membual gabungan antsra model rasional dan komprehensif
dan mode! inkremental, dengan menvarankan penggunasn muxed scanning. Pada
dasarnya ia menyetujui model rasional, namun dalam beberapa hal ia juga

mengkritiknya, Demikian juga, ia melibat pula kelemahan-kelemahan model

pembuatan kepuwusan inkremental. Menurul Etzioni, keputusan yang dibual para
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2. Kehijakan daerah yang diputuskan oleh pemerintah daerah menyanghut
kegialan dagrah, perencanaan wilaysh di pedesaan dan sehagaiaya.
3. Kehijekan iokal. misalnya, untuk tingkat kabupaten perencanaan lokal
menyangkut antara lain, perencanaan fisik pusat wilayah pedesaai.
Menurat Javadinata (2000 . 140}, untuk pengambilan kepuiusan dalam
perencanain ada beberapa fungsi vang dapat dilakukan :

Fungsi intelegensi, yaity pengumpulan inlommasi yang relevan,

) -

Rekomendasi dari beberapa alternatif kebijakan vang mungkin
diambil

3.  Eckomendasi dan pemilibhan salah sato alternatif

4. Keputusan untuk alternatif yanp tecpilih

3. Aphikasinya dalam situasi yang khusus

6. Penilaiar dari kebaikan altematif yang telah diputuskan untuk diambil

Antara ketiga pengambil keputusan yang ada (pemerintah  pusat,

pemerintah dacrah, dan pemerintah lokal) haris ada koordinas yany baik.

2.4 Top Down Approach dan Bottem Un Approach

Di dalam sejarah perencanaan, sebagian besar pendekatan yang digonakan
adalah pendekatan rop down (dari atas ke-bawah). Di negara-negara berkembang,
karena ahli-ahli yang wrampil kurang, perencanaan sering dititikberatkan pada
pendekalan top-down, ini tidak berdasarkan potensildacrah masing. Di indonesia
hal ini berubah setelah adanya otonomi daetrah. Suvatn pembangunsn dacrah
harusnya mempunyai pendekatan yang terpadu karena tiep daerah mempunyai
potensi dan kendala masing-masing. lika hal ini dipertimbangkan untuk semua
dnersh. target nasional dapat diperkirakan dengan tebih riil sehingga tidak terlalu

absirak.
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Setelah tujuan nasionai dietapkan dan sebelum ditentukan pentargetan,
schaiknya dibuat terlebih dahulu  perencanaan  kasar daerah  berdasarkan
potensinya. Pendekatan ini dusebut dari bawah Ke-atas (Botom-up). Sualu
perencanaan mengenai kebutuhan pokek harus berdasarkan pendekatan botiom-up

schingea tiap wilayah mendapat program tertentu untuk mencapai sasarannya.

2.5 Masalah Pembangunan

Menurut Budi Winarno {2006 : 70) Secara [urmal, suatu inasalah dapat
didefinisikan scbagai suatu kondisi ataw situasi yang menimbulkan kebutuhan atau
ketidakpuasan pada scbagian orang yang menginginkan penolongan  atau
perbaikan,

Pertolongan dalam hal ini mungkin dilakukan oleh mereka yang secara
langsung mempunyai masalah atau dilakukan oleh pihak lain yang bertindak atas
nama mereka yang mendapatikan masalah. Masalah-masalah seperti pendapatan
rendah, air yang tidak bersih, kurang gizi, pendidikan yang terabaikan, makanan
vang liduk sehat, banyaknya desa tertinggal, rumah tangga miskin dan lainnya
merupakan suatu raasalah, jika hal tersehut menimbulkan kecemasan, kelegangan
dan ketidakpuasan sehingga menyebabkan orang mencari pertolongan atau
perbaikan.

Dengan demikian masalah-masalah pembangunan adalah masalah-
masalah yang mempunyai dampak yang luas dan mencakup konsekoensi-

konsekuensi bagi orang-orang yang Lidak terlibat secara langsung.
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251 Ciri-Ciri Masalah Kebijakan
William Dunn dalam Budi Winamo (2007 : 74-75), mengemukakan
sutidaknya ada empat ciri pokok masalah kebijakan yaitu :

I. Haling keterganiungan. Masalah-masalah kebijakan dalam sat
bidang (misalnya : energi) kadang-kadang mempengarvhi masalab-
masalah kebijakan dalam bidang fain (misaloya, pelayanan kesehatan
dan pengangguran). Pada kenyataannya, seperti dinyatakan olch
Aclknff, masalah-masalah kebijakan bukan merupakan kesaluan yang
berdiri sendiri, namun merupakan baglan darl selurub sistem yang
disebut sebhagai “messes” yaitu suatu sistem kondisi ekstemnal yang
menghasilkan ketidakpuasan di antara segmen-segmen masyarakat
yang berbeda.

2. Subyektifitas.  Kondisi  eksternal  yang  menimbulkan  suatu
permasalahan  didefinisikkan,  diklasifikasikan, dijelaskan  dan
dievaluasi secara selektif Masalah kebijakan “adalah suatu hasil
pemikiran vang dibuat pada suatu lingkungan terienty; nasalah,
tersebut mergpakan elemen dari suste sitwasi masalah  yang
diabstrasikan dari situasi tersebut oleh analisis. Seperti yang telah
disinggung dimuka, suatu masalah fidak dapat mendefinisikan dirinya
sendirl, akan tctapi ia harus didefinisiken oleh individy maupun
kelompok yang berkepentingan. Proses ini melibatkan pengalaman-
pengalaman subyektif individu yang bersangkutan,

3 Sifat buatan. Masalah-masalah kcbijakan hanya mungkin ketika
manusia membuat penilaian mengenai keinginannya untuk mengubah
beberapa situasi masalzh. Masalah  kebijakan merupakan  hasil
penilaian subyektif manusia; masalah kebijakan itu juga hisa diterima
sebapai definisi-definisi yang sah dari kondisi sosial obyeknif; dan
karenanya masalsh kebijakan dipzhami, diperlahankan, dan diubah
secara sosial.

4. Dinamika masalah kebijakan. Ada banyak solusi yang bisa ditawarkan
urtuk memecabkan sualu maselah sebapaimana terdepat banyak
definisi terhadap masalah-masalah tersebut. Cara pandang orang
tethdap masalah pada akhimya skan mencntukan solusi yang
ditawarkan untuk memecahkan masalah tersebut.

Aktirmva scperti vang diungkapkan oleh Dunn, pengakuan terhadap
ketergantungan, subyekiifitas, sifal buatan, dan kedinamisan masalah-masalah
kebijakan membuat  kita berhati-hati  terhadap  kemungkinan terjadinya

konsckuensi-koncskuensi yang tidak terdupa ketika suaty kebijakan dibuat



berdasarkan pada permccahan masalah yang salah., Dengan demikian, suatu
masalah akan masalah bila masalah-masalah tersebut didefinisikan, diinterpresiasi
dan diartikulasikan oleh orang-orang atau kelampok-kelompok yang mempunyal
kepentingan  lerhadzp masalab tersebut.cleh  karcnenya, ia  membutuhkan
pengalaman subycktivitas individu.
152 Tipe-Tipe Masalah Publik

Perspalun yang sering  ruacul dalam melakukan  kajian terhadap
masalab-masalah pembangunan adatah bahwa tidak scmua masalah mendapat
tanggapan ymg memadai oleh para pembuat kebijakan. Manya permasalahan
tertentu saja yang mendapat tanggapan. Pada tahap inilah timbul pertanysan,
mengapa. hanya masalah tertentu yang dianggap sebagai masalah pembangunan
sedﬂng.kan masalah lain tidak dianzeap sebagai masalah pembangunan.

Charles O Jones {1975 ; 45) merbuat dua tipe masalah publik yaitu :

{. Pertama, miasalah-masalah tersebut dikarakieristikan oleh adanya
perhatian kelompok dan warga kola yang terorganisasi yang berfujuan
wntuk melakukan tindakan (action).

2. Kedua, masalah-masalah tersebut (dak dapat dipecahkan secara
individual/pribadi {dengan demikian 1a menjadi masalah publik],
tetapi kurang terorganisasi dan kurang mendapat dukungan,

Pembedaan seperti inf menurut Jones merupakan sesuatu yang kritis dalam

memahami suatw yang kompleksitas prases yang perlangsung dimana beberapa

masalah bisa sampai ke pemerintah, sedangkan beberapa masalzh Lain tidak.
Diengan damikian, bila kita mengjuk pada pendapat Jones diatas, maka suatu

masalah bisa masuk ke agenda pemerintzh atan tidak tergantang pada sifat

dokungan pihak-pihak vang betkepentingan terhudap masalah terschul. Jika svatu

masalah publilk mendapat dukungan yang luas dikalangan masyarakat dan
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kelompok-kelompok yang berkepentingan terhadap masalah-masalah terschbul,

maka besar kemunkinan masalzh tersebut akan masuk ke agenda pemerintahan.

2.6 Kebijakan Pembangunan

Menurut James Anderson (1969 : 4), kebijukan merupakan arab tindukan
yang mempunyai maksod yang ditetapkan oleh seorang skior atau sejumlah aktor
Jalum mengatasi suatu masalah atau suaty persoalan, Konsep kebijakan int Kita
anggap tcpat karcna memusatkan perhatian pada apa yang sebenarmya dilakukan
dan bukan apa yang divsvulkan atap dimaksudkan,

Salzh satu definisi menpenal kebijakan diberikan cleh Robert Eyestone
(1971 : 18), ia menzatakan bahwa secara Juas kebijakan publik dapat didefinisikan
sehagat hubungan suatu unit pemerintah denpan lingkungan., Konsep yang
ditawarkan dialas mcngandung pengertian yéng sanpat fvas dan kurany pastl
karena apa yung dimaksud dengen kebijakan dapat mengandung banyak hal.

Secara umum istilah kachijakan atau pﬂffcy digunakan untuk menunjuk
perilaku seorang al::tgr misalnya, scorang pejabat. suatu kelompek, maupun suatu
lembaga pemerintah atau sejumlah akter dalam sualue bidang kepiatan tertent
Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunskan dan relatif memadal untuk
pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut
analisis kebijakan publik.

Dari iw dupat kita tarik kesimpulan bahwa kcbijakan scbagai suatu arah
tindakan vang di usulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu

lingkungan tertentu yang memberikan bambatan-hambatan dan peluang terhadap
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lebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka
mencapat sualys tujuan atau mersalisasikan suatu sasaran atau maksad tertentu.
2.6.1 Keterlibatan Aktor Dalam Kebijakan

Keterlibatan aklor-aklor dalam perumuosan kebijakan menjadi ciri khusus
dari kehijakan pembangunan, {nt disebabkan oleh kenyvataan bahwa kebijakan it
difarmulasikan oleh apa yang dikatakan oleh David Easton dalam Anderson (1969
: 3), sehagai peneuasa dalam suatu sistem politik, yaiw para sesepub tertinggi
suku, anggota-anggota eksckutif, legislatif, yudikatif , administrator, penasihal,
raja dan semacamanya.

Menunit Caston, mereka ini morupakan orang-ovang yang terlibat dalam
masalah sehari-hari dalam suaru sistem polilik, diakui oleh sebapian terbesar
anpgota sistem politik, mempunyai tangmung jawab untuk masalah-masslah ini,
dan mengambil tindakan-tindakan yang diterima secara mengikat dalam wakt
yang panjang oleh sebagian terbesar anggota sistem paolitik selama mereka
bertindak dalam batas-batas peran yang diharapkan.

Oleh  karena itu, preposisi yang menyatakan bahwa  kebijakan
pembangunan merepakan kebijakan yang dikembangkan olch lembage-lembaga
pemerintah dan pejabat-pejabat pemerintabh harus mendapat perhatian sebaik-
baiknya agar dapat dibedekan kebijokan publik dengan bentuk-bentuk kebijakan
yang lain, sepertt misalnya kebijakan vang dikeluarkan oleh pihak swasta.
Kebijalan tersebut akan dipengaruhi olehb aktor-aktor dan faktor-fakior bukan
pemerinlah, sepertf misalnya kelompok-kelompok penekan {pressure group),

maupun kelompok-kelompok kepentingan (fnterest group).
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2.6.2 Tahap-Tahap Dalam Peromusan Kebijalcn
Suatn kepuituzan kebijakan mencakup tindakan oleh sescarang pejabat atau
lembaga resmi unluk  menyetyjui, mengubah, atau menolak suvatu aliernatit
kebijakan yang dipilih. Dalam bentuknya yang pasitil, keputusan kebijakan bisa
berupa  penetapan  undang-undang  atay  dikeluarkannya  perintah-perintah
eksekutil, Keputusan kebijakan biasanya merppekan puncak dari berbagai
keputusan yang dibuat sclama proses kebijakan itu berlangsing.
Schelum suntu kepuisan itw dibuat ada beberapa tahapan yang harus
dilalui vailu
1. Tahap perumusan masalah {definfng problen)
Mengenali dan merumuskan masalah merupakan langkah paling fundamental
datam perumusan kebijakan. Untwk dapat meromuskan kebijakan dengan
baik, maka masalah-rasalab publik harus dikenali dan didefinisikan dengan
baik.
2. Tahap apenda kebijakan
Tidak semua masalzh poblik skan masuk dalam agenda kebijakan. Masalah-
masalal terscbut salingg berkompetist antara satu dengan yang lain, Sualu
masalah untuk masuk ke dalam aopenda kebijakan harus memenuhi syarot
seperti apakah masalsh tersebut mempunyai dampak yang besar bapi
masyarakat dan membutuhkan penanganan yang harus scgera dilakulcan,
3. Tahap pemilihan alterpatif kebijakan untok memecahkan masalah
Disini para perumus akan berhadapan dengan alternatif-alternatif pilihan

kchijakan vang dapat diambi untuk memecahkan masalah tersebut. Pada
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tahap ini perumus kebijakan akan dihadapkan pada pertarungan kepentigan
antar berbagai aktor yang teriibat dalam peruniusan kebijakan, Dalam kondisi
scperti ini, maka pilihan-pilihan kebijakan akan didasarkan pada kompromi
dan negostasi vang terjadi antar aktor yang berkepentigan dalam pembuatan
kebijakan terschut,
4. Tahap penctapan kebijakan
Maka tahap paling akhir dalam pembeniukan kebijakan adalah menetapkan
kebijakan yang dipilib tersebul sehingza memponyai kekuatan hukum vang
mergzikal,
Pada saal proses kebijakan beergerak kearab proses pembuatan keputusan,
maka beberapa usul akan diterima sedangkan usul-usul yang lain akan ditolak,

dan usal-usul yang lain lagi mungkin akan dipersempit.

2.7 Orientasi Pembangunan

Karena pembangenan  herkaitan  dengan  nilai, maka pembangunan
seringkali bersifat transcendental, suatu pejala metadisiplin, atau bahkan sualu
idelopy-the ideclogy of developmentalis-. Karenanya, para pengurus kebijakan,
perencana pembangunan, sma pakar selalu dihadapkan pada pilihan nilai (Valoe
choice} mulai pada epistemolugy—epistumnlogi'padajenjang filsafat, sampai pada
derivasinya pada tingkat strategi, program atau proyek (Moeljarto, 2004:1-2),

Dengan kaia lain, proses pembangunan selalu menghadapkan perumus
kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan dengen dilema-dilema
dan fantangan. Keberhasilan pembangunan sedikit banyak diteniuwkan oleh

kemamnpuan  menjawab lantangan dan situasi dilematis. MNamun agar tidak



3D

mengambanyg dalam kajian nantinya, maka ada baiknya harus diperjelas duix apa
vang dimmaksud dengan pembangunan,

Pembangunan  diartikan  sebagai  rangkaizn  osaha mewujudkan
pertumbuhan dan perubaha secara terencany dan sadar yang ditempuh oleh suatu
negara menyju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Narfon huilding),

S.P Siagian (1972:1-2) menambahkan jika pembangunan dianalisa lebib
lanjut terlihat beberapa ide pokok:

Pembangunan adalah suatu proscs

Pembangunan merupakan usaha yang sccara sadar ditaksanakan
Pembangunan dilakukan secera berencana

pemnbangunan mengarah ke modernitas

Modernilas  yang  dicapai melalui  pembangunan ity melalui

Multidimensional
4. Ditujukan kepada membina bangsa (Nation Building).

Ao L R e
e ]

Selanjutnya ditambahkan Moeljarto {2004 @ 1) sebagsai upaya yang sadar
dan melembaga pembangunan tidak baleh tidak akan bermuatan nilai. Adinya
pembangunan ingin mewwjudkan tipe masyarakal yang Iebih baik didalam citra
bangsa. Citra atav image masyerakat yang diwujudkan bersifat —cufiure specific
dun time specific- berbeda dari sac kultur atau nepara ke kultur atau negara lain,
dari satu waktu ke waktu lain, dipengaruhi aleh pengalaman historis dan konteks
pembangunan itu sendiri.

Oleh karena i, pembangunzn sebagaimana reatitanya umumnya, menjadi
self projected reality yang kemudian menjzdi acuan dalam proses pembangunan.
Dan setiap acuan pembangurtan tidak bisa lepas dari orientasi pembangunan yang

ada. prientasi pembangunan dalam perkembangan menjadi semakin kompleks dan
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semalein tidak terikat pada satu disiplin ilmu. Paling tidak ada beberapa oricntasi
dalam pembangunan.
2.7.1 Orientasi Pertutnbulan Fkonomi

Madel pembangunan dengan orientasi pada pertumbuhan ekcnomi yang
merupakan manifestasi dari teori modemisas] melihat bahwa keterbelakangan dan
k-_:tcninggalzm vany uda pada negara di dunia ketiga (termasuk indoncsia} dupat
dikejar dengan strategi tertentu dan dengan waktu tertentu. Olch karena ifw
terdapal dua stratepi besar, yailu high economi growth dan infermationo! free
fracde. Inti dari dua stealepi tersebut ialah bagi negara berkembang wang
herpendapatan rendah dapal wmbuh perekonomiannya, dengan cara terlebih
dahulu mengothankan as:pek pemeratagnya. Oleh karena itu, wajar zpabila model
pertumbuhan ckonomi pada akhimya hanya mengakibatkan ketimpangan, baik itu
ketimpangan  antara pemerintah pusat dan dacrah, ketimpangan dalan
memperoleh sumber pendapatan, maupun ketimpangan dalam memperoleh
keadilan.

Menurut Supagan dan Hempri Suyame (2003 @ 2), pencrapan madet
pertumbuhan ekonomi tersebut, menjadikan birokrasi memegang peran penting
dalam pembangunan. Birokrasi menjadi akior utama dalam perencansan,
pelaksanaan, menitoring maupun dalam  cvaluasi pembangunan. Dominasi
birokrat dalam pembangunan ini tidak terlepas dari anpgapan bahwa magsyarakat
tidak mampu dan pintar adalsh jajaran birokrasi pemerintah. Hal ini cenderung
akan mengakibatkan model perencanaan yang sentralistik dan otoriter. Dalam hal

ini, maka pemerintah pusat lebih penting scbagat pusat perencana pembangunan
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dibandingkan pemerintzh daerah. Selain u. sebagai akibat dilaksanakanya
pendekatan pembangunan vang sentralistik, telab menyebabkan terabaikanva
aspirasi  dan  krcauvitas  masyarakat local daecab yang  berdampak  pada
pernbangunan vang Udak sesuai {Compeiifble) dengan kebutuhan masyarakal
local. Ponctasan pembangunan seperti vang diharepkan dalam prakicknya tidak

permah terjadi untuk lebih jelas dapat dilihat pada bagan berikat ini ;

Bagan 2.1

Konsep Pertumbuhan Ekonenti

Teorl modernisasi

AN, N

Rasional dan rasicnal Modern dan tradisional

FPertumbuhan ekonomi

1)

Diominasi birokras

{J

Sentalistik {Top-Down) ‘




33

Pendekatan sentralistik, akhimya membaws implikasi ke dalam beberapa

aspek, yaitu:

1.

Pendekatan top down berimplikasi pada terjadinya unifonnitas dalam
setiap kehidupan. Hal ini menygbabkan termarjinalisasinya kearifan
dan pengeiahuan local dalam wacana praksis pembanguoan.

Campur tangan pemerintah yang cukup besar dalam setiap aspek
kehidupan, menpakihatkan ketergantungan  masyarakat  terhadap
pemerintah.  Disisi lain, lembagg-lembaga ditingkat lokal yang
harapkan mampu berperan sebagai institusi media masyarakat terhadap
pihak cksternal justre telah di kooptasi untul kepentingan negara,
Lembaga-lembapa  rerschbut  cendsrupg  mengalicnastkan  dan
mensubordinasi - individu  schingga  wereka  pun mengalami
ketidakberdayvaan {Powerfesines).

. Dampak yang paling dirasakan oleh masyvarakat akibat implementasi

pendekatan sentralistik adalah munculnya ketimpangan antara grang-
crang yang dekat dengan keluasasn dengan arang-orang yang jauh
dari kekuasaan. {Suparjan dan Hempri Suvatno, 2003:7).

Upaya mengejar  pertumnbuban chonomi schagajl  target  utama

pembangunan menyebabkan stratepl pendekawan top doww akbimya menjadi

pilihan pemerintzh orde karu dalam melaksanakan pembangunan atas nama

pembangunan, negara dapat behuat apa saja sesuai dengan yang mereka

kehendaki dengan mengeksplorasi segala macamn sumber daya yang berada di tap

daerah.

Sctidakinya ada heberapa karakieristik dari orientasi perumbuohan ckonomi

ini. Seperti yang dikemukakan oleh Moeljarto (2004 ; 216) pertumbuhan ekonomi

dengan production cerdered development dengan segala karakteristik sepaiti

}:

ral

ik

Berotientasi pada peningkatan taraf hidup vang diukur dari kenaikan
nilai ekonomi barang dan jasa yang diproduksi serta Kenailcan tingloat
konsumsi masyarakar,

Konsentrasi pemilikan alat produksi.

Daminasi mekanisme pasar dalam menentukan jenis, koantitas, dan
kualitas barang dan jasa yang diproduksi.

Optimalisasi pcmantaatan kapital.

Sistam perencanaan vang sentralistik.
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Dan pada akhirnya krisiz multidimensi yang terjadi di Indonesia pada
tahun 1997 menjzdi bukti lemahnya pendekatan rop down selama ini. Banvaknya
kanflik yvang munoul di daerah, hulang luar negeri yang semakin besar serty
persoalan politik, ekonomi maupun sosial dalam negeri vang semakin kompleks
menjadi bukti empiris rapuhnya fondasi pembangunan yang dibuat oleh
pemerintahan Orde Baru. Namun karena pengalaman suatn bangsa yang
mempengaruhi kesadaran akan dampak tersebut tidakiah statis, maka interpretast
mereka lentang pembangunan tidak pula statis, Melalui mata rantai pemithosan
dan demistifikasi paradigma pembangunan, terjadilah paradipma pembangunan
tersebut.

2.7.2 People Centercd Develupment

Pembangunan yang wrpusat pads rkyal merupakan kata fain untk dari
pembangunan masyarakat. Pembangunan masyarakat menurut Dirjen Bangdes
pada hakckatnya merupakan proses dinomis yang berkelanjutan dari masyarakat
untuk mewojudkan keinginan dan harapan hidup yang lebilh sejahtera dengan
strategi menghindari  kemuongkinan  tersudutmya  masyarakat desa  schagai
penanggung ekses dari pembangunan regional/dacrah amu nasional, Pengeriian
terschit mengandung makea  betapa pelntingnya inisiatif loknal, parkisipasi
masyarakat sebagai bagian dari model-model pembangunan yang  dapat
menyejahterakan masyarakat desa.

Konsep pembangunan masyarakat perlu dibedakan dengan konsep
pembangunan pada umumnya, karena titik temu dari pembangunan masyarakat ini

mengacu pada upaya pelayanan manusia yang berbasis pada masyarakat
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(community hased human service). Pembangunan masyarakat pada hakekalnya
menjadi antitests dari pembangunan yang dipimpio cleh pemerintsh {state led
devirfppmmienty dan bukan pula pembangunan yang digerakkan oleh pasar secara
penuh (market driven developmend).

Program  pembangunan masvarakat ini berpusat pada  komunitas
masvarakat itu sendiri bukan pada birokrasi. Pemberian kekuasaan pada inisiatif
local dar partisipasi masyarakat menjadi kata kuned dalam pembangunai
miasyarakal.

Berkaitan dengan batasan pengerifan di atas ada beberapa unsur dalam
penngetian masyarakat menurut Suparjan dan Hempn Suyatno (2003:21), yaitu:
Menitikberatlan pada komunitas sebagai suatu kesaluan,
mengutamakan prakarsa dan sumber daya sclempal.

Sinergi antara sumber daya internzl dan eksternal, serta
Terinteprasinya masyarakat lokal dan nasional.

B olad B

Pada aras tersebut, pengembangan komunitas diarshkan pads peningkatan
knpasitas dalam identifikasi kebutuhan mereka, kapasitas mengidentifikasi sumber
dava dan peluang serta peningkatan kapasitas dalam pengelolaan pembangunan

Menurut Korten {dalam Moeljarto, 1987:44) konsep pembanpunan
masyarakat pada hakekainya memiliki beberapa aspek sebagai berikut:

. Keputusan dan inismatif untek memenuhi kebutohan masyarakat dibuat
ditingkat lokal.

2. Fokus utama adalah memperkuat kemampuan masyarakat miskin
dalam mengawasi dan menperahkan asei-aset unfuk memenuhi
kebutuhan sesuai dengan potensi daerah mercka sendiri.

3. Memiliki toleransi terhadap perbedaan dan mengakui arti penting
pitihan nifai individu dan pembuatan keputusen yang telah
terdistribusi.

4. Dalam rangka mencapal tujuan pembangunan sosial dilakukan melalui
oroses belajar (Secial Learning) dimana individu betintetaksi satu
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sama lain menembus batas-batas  erganisasi dan  dituntun  oleh
kesadaran Kritis individual.

5. Budaya keclemhagaan ditandai dengan adanya organisasi yang
mengatur diri sendivi (adanya unit-unit lokal) yang mengelola dirinya
sendiri.

6. Jaringan koalisi dan komunikasi pelaku (aktor) lokal dan unit-unil
lokal vang mengelola dirl sendiri, mencakup kelompok penerima
manfaat local, erganisasi pelayanan dacrah, pemerintah daerah, bank-
hank pedesaan dan lain-lain akan menjadikan basis tindakan-tindakan
lokal yang discrabkan untuk memperkuat pengawusan local yang
mempunyai dasar luas atas sumber-sumber dan kemampuan lokal
untuk mengelola sumber daya mereka.

Esensi vang terkandung dalam pemnbangunan masyarakat pada hakekatnya
tidak sckedar membanty magyarskat dalam mengatasi kesulian-kesulitan yang
mercka hadapi, namun lebib dari itu pembangunan masyarakat merupakan usaha
unitk  membentuk  kemandivian  mereka, sehingga @ dapat  mengaiasi
permiasalabannya sendini. Dalam konteks ini maka masyarakat perlu dilibatkan
pada setiap tahap pelaksanaan pembangunan dari perencanaan, pelaksanaan, dan
evaluasi propram yvang mereka lakukan.

Dari uraian di atas, pembangunan masyarakat metupakar model
pembangunan allernail yang merupakan antithesis dari model pembangunan
tonvensional. Keduanya sangat berbeda, Untuk melihat secara ichih jclas

perbedaan dua tipologi model pembangunan tersebut dapat dilikat pada tabel 2.2

berikut ini :
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Table 2.2
Perbedaan tipologi pembangunan konvensioan] dan alternatif
Konvensional Aspek Yang Dilibat Alternatif
{Pertumbuhan) (FPemberdayaan)
Masyarakal tidak maju Asumsi Masyarakat tidak maju
karena pengelahuan rendah bukan karena mereka
atau bodoh dan terbelakang bodoty, tetapi Karena
tekanan, penindasan
atas paksian struktoral
Top down, sentralistik, Perencanano Botgem g, Parsial,
menciptakan homagenitas otonomi, akomodatif,
monologis terhadap scmua
: Kepentingan dialogis
Pertumbuhan ekonomi Orientasi [Pertumbuban ckononti
secepatnya, rakyal mengtkuli tidak terabaikan, tetapi
pemerinah meialui masyarakal diken
mehilisasi, pada umumnya kehebasan berinisiatif
dilakitkan dengan paksaan partisipatil
Birokrast dilayani masyarakat Pelayanan Birokmusi melayani
melalui hirokrat kebuluhan masyvarakat,
kontrol, dilakukan olch
masyarakat
Terbentuknya manusia teknis, Implikasi sostal Masyarakat kritis dan
pasif, tidak kritis, penat indsiatif
keterpantungan dan
menyimpan konflik laten N——

{Susericwan dalam Suparian dik 2003-25)

Dari tabel di ates terlihat jolas bagmimana perbedaan antama konsep
pembangunan masyarakat  dengan konsepsi dari model pembanguran yang
beroricniasi pada perumbuhan. Konsepsi pembangunan masyarakat mencoba
mmeletakkan manusia scbhagai unsur mutlak dalam proses pembangunan.

Hal ini memiliki arti penting, menempatkan masyarakat sebagai aktor
(subjek} pembangunan dan tidak sekedar menjadikan mereka sebagai penerima
nasif pelayanan sgja. Pembangunan masyarakat vang berkesinambunpgan pada

hakekatnva merupakan suatun proses vang disengaja dan  tidak terarah,
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mengutamakan  pendayagunaan  potensi  sumber daya setempatflokal  dan
mengutamakan kreatilitas, inisiatif serta partisipasi masyarakat.
2.7.3 Pembangnnan Berkelaniutan

Pembanpunan  berkelanjutan adalah tegiemahan dari Babasa Inggris,
sustainable developnent. 1stilah pembangunan berkelanjulan diperkenalkan dalam
World Conservation Strategy (Strategi Konservasi Duitia) yang diterbitkan oleh
Lhiited Notions Ewvivonment Programme {UNEP), Jmtemational Union for
Conservetion of Natwe and Natural Resources (JUCN), dan World Wide Fund jor
Nuture (WWF) pada 1980, Pada 1982, UNEDP menyelenggarakan sidang istimcwa
memperingati 1 tahun gerakan lingkungan dunia (1972-1982) di Nairobi, Kenya,
sebagai reaksi ketidakpuasan atas peﬁanganan Jingkunpan selama ini. Dalam
cidang istimewa ftersebut disepakati pembentukan Komisi Dunia  untuk
Linglkungan dan DPembangunan (Worid Commission on Ermvironment arid
Development - WCED). PBB memilih PM Nerwegia Nyonya Harlem Brundtland
dan mantan Menlu Sudan Mansyur Khaled, masing-masing menjadi Ketva dan
Wakil Ketua WCED. Menurut Brundtland Report dari PBB (1987), pembangunan
berkelanjutan adatah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb}
yang berprinsi-p “memenuhi kebutuhan sclkamng tanpa mengorbonkan pemenvhan
kebutuhan penerasi masa depan”. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk
mencapai pembangunan  berkelznjutan  adalah  bagaimana  memperbaiki
kehancuran lingloungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangman ekonomi

dan keaditan sosial.
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Sctidaknya ada dua konsep peating darl rumusan diatas. Pertama, konscp
kebutuhan (meeds) terutama kebutuhan dasar generasi saat ini. Dan kedie, ide
keterbatazan vang didusarken peda pertimbangan kemaojuan teknologi dan
organisasi sosial untuk menctapkan daya dukung lingkungan yang mampu
menopang kchidupan generasi sekarang dan gencrasi masa depan.

Scearz konseplual, pengertian pembangunan berkelanjitan berasal dari
ilmu ekonomi yane ferutama dikaitkan dengan persoalan cfisiensi dan keadilan
{(zquin) untuk meniamin keberlanjutan pembangzunan ekonomi bagt kesejahteraan
niasyarakat. Pengertian dari scel ekonomi ini juga dilatarbelakangi oleh ilmu
bindogi vang membahas keberlanjutan dati segi kemampuan dan kesesuaian suaw
likasi dengan pulerléi repenerast serta produktivitas lingkungan hidupnya.

Pembangunan borkclanjulan adalah upaya manusta untuk memperbaiki
mutu kchidupan denpan telap berusaha tidak melampaul ekosistern yang
mendukung kehidupannya. Dewasa ini masalah petmhangunan herkelanjutan telah
dijadikan sebagai isu penting yang perdu terws di sosialisasikan ditengah
mrasyarakat.

Dikatakan Suparfan (2003 : 172), twjuan pembangunan berkelanjutan
berfokus pada  petumbuban  ekonomi  vang  tinggi  (ecoromic gruwr.*;},
kcberlanjutan kesejahteraan sosial (seciaf progress), serta keberfanjutan chologi
dalam tsta kehidupan yang scrasi dan seimbang {ecological bafance). Untuk
mencapai hal terscbut, maka pembangunan berkelanjutan pada dasamya
memerlukan beberapa aspek penting vakni kessimbangan skologis, keadilan

snsial, dan aspek ekanomi. Berikut penjelasan per item :
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1. Aspek ekonomi anfara  lain  berkaitan dengan upaya  meningkatkan
pertunbuhan  ckenomi, memerangy  kemiskinan, serma mengubah  pola
preduksi dan konsumsi kearah vang scimbang,

2. Aspek keadifan sosial antara lain berkaitan wpaya pemecahan masalah
kependudukan, perbaikan pelavanan masyarakat, peningkatan  kualitas
pendidikan dun kain-lain.

3, Adapun aspek lingkungan diantaranya mengupayakan pengurangan dan
pencegahan terhadap polust, pengelolaan Timbah, serta konservasi/perservasi
sumber daya alam.

Bertitilc tolak dar uraian terscbhut, maka menjadi sangat relevan ketika
perspektif keadilan sosial, dan lingkurgan hidup harus ménjadi bagian infegrared
dalam pembangunan berkelanjutan. Dua perspeklif ini scbhenamya  saling
berhubungan satu sama lain. Faktor keadilan sosial berkaitan dengan kelestarian
lingkungan. Adanya ketimpangan pendapatan mempartinggi kecenderungan
masyarakat untuk merusak slam, baik dari agpek eksploitasi alam maupun juga
kemungkinan munculnya gejolak politk dari keinginan masyarakat ontuk
memenuhi status guo yang ada. Adanya kenusakan alam juga akan menghambat
pada upaya mewujuedkan kedilan sosial dalam masyarakat. Kedua perspektif

tersehut harus ditopang dengan ingkat pertunbuhan ekonomi yang stabil.

2.8 Hipotesis
Orientasi kebijakan pembangunan suatu daerzh sangat ditentukan oleh
berbagai pihak serma vanp terpenting adalah kebijakan yang dibual itu sendiri yang

disertal dengan berbagai program yang telah dibuat. Berdasarkan penjelasan
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dafam latar belakang, perumusan masalah, kerangka teori maka penulis
menyimpulkan hipotesis sebagai berikut ini @ Dudupe  kehijakan pembangunan

katugpaten kepnlation Moranti hevorisutasi pada pertumbulan ekonomi "

2.0 Definisi Konsep

Masri Singaribuan {1995: 34) mengatakan konsep adalah abstraksi
mengenai suaﬁ fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlzh
karakterisiik kejadian, keadasn, kelompolk, atan individu.

Definisi konsep dimaksudkan untuk menghindari interpretasi ganda dari
variabel vang diteliti, untuk mendapatkan batasan yang jelas dari masing-masing
konsep yang akan diteliti.

Adapon yang menjadi definisi konsep pada penclitian ini adalal:

a. Orfenlasi Kebijakan
Orientasi Kebijuka merupakan arah tndakan yang mempunyai maksud
dan tujuan yang ditelapkan oleh stakeholders pembangunan dalam proscs
pembangunan daerah vang dilakukan dan dikoordinir olch Bappeda.
b. Pembangunan

Pembangunan merupakan rangkaian usahz mewunjudkan pertumbuhan dan

perubahan sccara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara‘dacrah

menuju maodemitas dalam rangka pembinaan bangsa..

210 Konsep Operasional
Konsep operasional adalah unsur-unsur penglitian vang memberitzhukan

bagaimmana mengukur suaty variabel sehingga dengan pengukutan terscbul dapat
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dikelalivi indikator-indikator apa saja schagai pendubung untuk dianalisis dari
variahel-variabel tersebu,
Analisis Oricniasi Kehijakan Pembangunan Daerah Kabupalen Kepulauan
Meranti di operasionalisasikan melalui :
1. Pembangunan berorientasi perturmbuhan ekonomi, dengan indikator :
a Peningkatan taraf hidup vans diukur dari kenaikan pilai ekonomi barang
dan jasa
b. Sistem perencanaan yang scntralistik
<. Optimalisasi pemanfaatan kapial dan investasi.
2. Tcmbangunan terpusat pada masyarakat, dengan indikator
a. Menitikberatkan pada ku:rmu.n[tas sebapai sualu kesatuan
b. Mengutarnakan prakarsa dan sumber daya setempat
o. adanya sinerg] aniata sumber daya internal dan eksternal
3} Pembangunan Berkelanjutan, dengan indikator :
a. DBerfokus pada aspek periumbuhan ekonomi yang tinggi, dan
b. Berfokus pada aspek keberlanjutan kesejahteraan sosial, sera

¢. Berlukus pada aspek keberlanjutan ekologi.
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METODELOGI PENELITIAN

3.1 Rentuk Penclitian

Penelitian ini dilakukan secara kualitatit tanpa pengujian hipotesa.
Metode vang dipunakan adalah metode deskriptif-anaiitis, vailu suatu lipe
penelitian yang berusaha melukiskan, realita sosial yang kompleks melalui
petivederhacaan dan klasifikasi dengan memantfaatkan konsep-konsep vang dapat
menjclaskan suatu geojala sosial secara analifis. Bentuk penclitian yang digunakan

adalah penelitian Doskriptil Kualitatir

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penclitian dilakukan di Kabupaten Kepulanan Meranti pada kKantor
Badan Perencanaan Pembangunan (Dappeds) Kabupaten Kepulauan Meranti,
Fropinsi Riau. Terletak di tepl jalan Dorak, No.d3 A, Selatpanjang Timur, Kec.
Tebingl Tinggl, kantor vang sebelumnya bergabung dengzn kantor bupati ini
sekarang menempati sehuah gedung berlantat tiga yang berjarak sekitar 500 meter
dari kantor Bupati Kepulauan Meranti. Dimulai dari tanggal 23 Meil sampai

selesai.

3.3 Populasi Dan Sampel

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat dacesh
Meranti yang mengorganisasikan diri dalam wadah orpanisasi vang selanjutnya
akan menjadi informan. Informan yvang dijadikan responden dalam penelitian ini

ditantukan melalui metode prueposive  sampiing  berdasarkan  ketokchan  dari
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kalangan masyarakat dan pihak elesebutif yang terlibat langsung dalam proses
perencanasn  dan pengelolazn  pembangunan Kabupaten Kepulanan Merant
ternmasuk instrumen kelembagaan vany lerkait.

Wawancara bersifat terbuka dilakukan pada tokoh-tokoh dari kalangan
masyarakat dan  kalangan eksekutif vyang terlibat  dalam  perencanaan
peribangunan ni termasuk instrumen kelembagaan yang teekait.

Otleh karena ilu, penelitian ini membutuhkan informan utama dari Bappeda
khususnya Kepala Bappeda yang akan membertkan informasi mengenal
bagaimana orientasi dari perencanaan pembangunan dacrah kabupaten kepulavan
Meranti. Selain dari pitak Bappeds, penelitian ini juga membutuhkan informan
dari Chksekutif Pemerintah Dacrah Kabupaten Kepuiauan Meranti dan tokoh
masyarakat. linformasi yanng diharapkan dari tokeh masyarakat ialah bagaimana
pandangan mercka tethadap orientasi kebljakan pembangunan seria analisis kritis
terhadap orientasi kebijakan pembanguanan Daerah Kabupaten Kepulauan

Meranti.

3.4 Data Penelitian

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari dua penis yain
data primer dan data sekunder. Data primer ialah datz vang diperolah langsung
dari responden melauhsi penelitian lapangan, dipercleh melalui wawancara
mendalam. Kedua data sckunder yvang wlasia ialah data yang diperoleh dari studi
kepustakaan maupun teknik dokumentasi dengan memanfaatkan sumber-sumber

yang dapat menunjang aspek yang diteliti.
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3.5 Teknik Pengumpulan Data

Secara garis besar cara pengumpulan data primer dan sekonder yang

digunakan antara lain :

&,

Panduan wawancara. Meliputi pandangan-pandangan, persepsi, dan harapan-
harapan setiap pihak mengenai kebijakan pembangunan . Maka Klarifikasi
data dalam penelitian ini terdiri dari pertama, data primer yanyr didapatkan

dari informan yang dalarn hal ini clemen masyarakat lokal.

. Dokumentasi. Sumber-sumber data yang digunakan, antara lain : penclusuran

kepustakaan scperti perundang-undangan, dekumen-dokumen hasil kerja
Bappeda  kabupaten  Kepulawan Meranti dalam  proses  perencanaan
pembangunan, buku-buku, kliping surat kabar dan majalah-majalah yang erat
kaitannya dengan proses pérencanaan pembangzunan yang dilakukan oleh
Bappeda,

Profil Dacrah Kabuparen Kenulauan Meranti dan Bappeda daerah tersebut.

Studi literatur baik dari bukuy, majalah, koran maupun dari internet.

3.6 Telknik Analisis Data

Mengingat tipe penelitian ini adalabh  kuvalitatif denpan pendekatan

deskriptif, maka data yang dikempulkan akan dianalisis secara deskriptif.

Menurut Denzin dan Lincoln sebagaimana vang dikutip Agus Salim dalam

Safrizal (2007:98), analisis duta pada penclitian deskeiptil mecupakan usaha

mengorganisasikan dan mengunutkan data ke dalam pola, kategori, dan  satuan

uraian dasar schingga dapat ditemukan tema seperti vang disarankan data.
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Selanjutnya  data  yang dikumpuikan  seterusnva  diatur,  divrutkan  dan
dikelompokkan dengan memberi kodz dan mengkategorikannya,

Tahapan analisis data dilakukan dengan cara menginterpretasikan data dan
informasi yane terkumpn! melaini metode wawancara mendalam pada tinpkal
informan dan panehisuran kepustakaan dokumen hasil kerja Bappeda. Selanjirtnya
dilakukan klasifikasi data berdasarkan pola-pola vang sesuai dengan pedomin

pengumpulan data.
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